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Buku ajar sebagai sarana peningkatan kompetensi dosen dan peningkatan prestasi mahasiswa.
Kebutuhan mahasiswa atas buku ajar politik hukum pidana ini adalah dalam rangka pening-
katan kemampuan interpretasi peraturan perundang-undangan bidang pidana. Penelitian ini
bertujuan meningkatkan kualitas buku ajar politik hukum pidana dilihat dari segi kualitas
materi dan kebahasaan. Peningkatan kualitas buku ajar melalui masukan ahli hukum dan
ahli bahasa. Hasil pembahasan bahwa buku ajar pada pembelajaran pada mata kuliah politik
hukum pidana ini dapat meningkatkan prestasi belajar berbasis pada hasil belajar mahasiswa.
Buku ajar ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa berupa kemampuan menganalisis
dengan metode interpretasi yakni interpretasi teleologis/sosiologis, selain peningkatan ke-
mampuan pemahaman substansi hukum secara interdisipliner yakni bidang ilmu sosial.

Abstract

Textbooks as a means of increasing the competence of lecturers and increasing student achievement. Stu-
dents’ needs for this criminal law politics textbook are in the context of improving the ability to interpret
criminal laws and regulations. This study aims to improve the quality of criminal law politics textbooks
in terms of material quality and language. Improving the quality of textbooks through input from legal
experts and linguists. The discussion results showed that the textbook on learning in this criminal law
politics course could improve learning achievement based on student learning outcomes. This textbook
can improve student understanding in the form of the ability to analyze with the interpretation method,
namely teleological/sociological interpretation, in addition to increasing the ability to understand the
substance of the law in an interdisciplinary manner, namely the field of social science.
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PENDAHULUAN

Saat ini isu pembelajaran di abad 21 men-
genai tujuan pendidikan berupa syarat keterampi-
lan 4C yaitu keterampilan Berpikir Kritis, Komu-
nikasi, Berpikir Kreatif, dan Kolaborasi(Arnyan,
2019), kemudian kompetensi melalui pendidikan
tinggi berupa paradigma pembelajaran berba-
sis penelitian yang mendasarkan pada sintesa
dari beberapa teori pembelajaran sebagai ben-
tuk perkembangan sebelumnya. Teori pembe-
lajaran berupa behaviorisme, kognitivisme, dan
konstruktivisme(Rangkuti, 2016), bahkan yang
terbaru adalah mengenai kondisi pembelajaran
pada masa new normal terkait dampak Virus Co-
vid 19 terhadap pendidikan(Fatimah, 2017).

Proses  pembelajaran  atau  belajar
mengajar(Arifin, 2016) merupakan proses yang
kompleks karena tidak sekedar menyerap infor-
masi dari dosen tetapi juga melibatkan berbagai
aktivitas dan tindakan yang harus dilakukan ke-
tika mengharapkan hasil belajar yang lebih baik.
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan
pendekatan khusus dalam proses pembelajaran.
Pendekatan dalam proses pembelajaran pada
hakikatnya merupakan upaya pengembangan
pembelajaran aktif yang dilakukan oleh maha-
siswa dan dosen (guru), misalnya Pembelajaran
Komparatif yang Terintegrasi dengan Pendeka-
tan Kolaboratif(Hanik, 2020). Menggabungkan
kedua pendekatan tersebut dapat menjadi pilihan
untuk meningkatkan kemampuan analisis maha-
siswa.

Proses belajar mengajar harus menunjuk-
kan semangat yang tinggi, motivasi belajar yang
besar, dan rasa percaya diri serta menghasilkan
lulusan yang berintelektual tinggi, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan bermoral sesuai etika
profesi. Tujuan keberhasilan proses belajar men-
gajar menuntut peningkatan kualitas pembelaja-
ran.

Salah satu indikator keberhasilan pembe-
lajaran dimulai dari kegiatan pembelajaran. Be-
lajar didasarkan pada kegiatan yang berupa tu-
juan pendidikan, bukan perubahan tingkah laku,
bukan hanya tentang perubahan pengetahuan
tetapi berupa keterampilan, kebiasaan, sikap,
pemahaman, penghayatan, minat, penyesuaian.
sesuai dengan tujuan pendidikan di atas, maka
dosen sebagai pengajar memiliki tanggung jawab
yang besar dalam proses pembelajaran. Deter-
minan dalam hal ini adalah variabel kompeten-
si yang secara langsung mempengaruhi kinerja
dosen(Permanasari et al., 2014).

Urgensi kompetensi dosen dalam mening-
katkan pengetahuan mahasiswa melalui berbagai
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cara, salah satunya adalah kompetensi menulis
buku ajar. Menulis buku ajar merupakan salah
satu bentuk pengembangan profesionalisme do-
sen dalam menjalankan tugas pokok dan fung-
sinya untuk mentransformasi ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi(Bahtiar, 2015) bagi mahasis-
wa.

Buku teks pelajaran(Sapriya, 2009) telah
menjadi sesuatu yang disadari sebagai media
yang dapat meningkatkan minat baca dan memu-
dahkan mahasiswa dalam mempelajari materi
perkuliahan. Padahal peningkatan kualitas buku
ajar dapat lebih optimal, karena berbagai kendala
dan keterbatasan, baik dari segi keterampilan me-
nulis, kemampuan Bahasa atau factor lain. Hal
ini menjadi pemicu utama untuk meningkatkan
diskusi akademik baik di dalam maupun di luar
kelas dan menyikapi keberadaan hukum yang te-
rus berkembang, yakni melalui penyusunan buku
ajar..

Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Negeri Surabaya memiliki prosentase sebanyak
55% mata kuliah tanpa kelengkapan buku ajar.
Sementara jumlah dosen dan jumlah mata kuliah
juga masih belum sepada, hal ini menunjukkan,
padahal dosen menulis buku ajar menunjukkan
da kesesuaian dengan keahlian dosen pada da-
lam mata kuliah tersebut (Bahtiar, 2015). Untuk
memastikan bahwa buku ajar yang disusun oleh
dosen benar-benar memadai dan sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa, perlu dilakukan peneliti-
an terhadap karya tulis dosen dalam bentuk buku
ajar. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas buku ajar yang disusun
oleh dosen program studi Sarjana Hukum UNE-
SA sebagai wadah peningkatan kompetensi calon
profesi hukum (juris).

Fokus penelitian ini adalah pada berupa
penelitian buku ajar yang membahas tentang po-
litik hukum pidana. Politik hukum pidana meru-
pakan salah satu mata kuliah wajib dengan pro-
gram peminatan hukum pidana pada program
studi Sarjana Hukum, yang bertujuan membatasi
kelangsungan unsur asing berdasarkan konsep
harmonisasi dan sinkronisasi dengan volkgeist
Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan
Proklamasi Kemerdekaan(Marbun, 2014). Mata
kuliah ini menjadi penting dengan alasan bahwa
program studi Sarjana Hukum sebagai program
studi yang menghasilkan calon-calon penegak
hukum dengan memiliki kecerdasan tinggi, men-
junjung tinggi moral dan bermanfaat bagi masy-
arakat dengan menjunjung tinggi kebenaran dan
keadilan, yang melatar belakangi tentang alasan
penyusunan suatu perbuatan menjadi tindak pi-
dana sampai dengan pencapaian pelaksanaan
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penegakan hukum(Rahman Syamsuddin dan Is-
mail Aris, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti
melakukan penelitian buku ajar dengan materi
politik hukum pidana dan mata kuliah ini ber-
bobot dua Sistem Kredit Semester (SKS) dengan
penyelenggaraan program demi pembentukan
karakter mahasiswa hukum yang profesional
dan berkarakter(Rodiyah, 2021) serta anggo-
ta masyarakat dalam kehidupan yang sangat
kompleks, yaitu bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara(Ilhafa, Fayza. Nizam Zakka Arrizal,
2022). Alasan utama berkaitan dengan kondisi
mahasiswa hukum adalah keseimbangan kegia-
tan pembelajaran pada suatu mata kuliah dengan
menitikberatkan pada praktek selain pada teo-
ri. Mata kuliah menjadi sarana bagi mahasiswa
dalam belajar kegiatan praktek berupa kegiatan
menganalisis, yakni interpretasi teleologis/sosio-
logis atas suatu peraturan perundangan di Indo-
nesia.

Deskripsi Mata Kuliah Politik Hukum
Pidana(Faisal, 2020) merupakan mata kuliah
yang mengkaji dan membahas upaya peninjauan
dan pembaharuan (reorientasi dan pembaharuan)
hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral
sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat. masyarakat Indonesia(Najih,
2014), dan mengandung arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna(Aloysius Wisnubroto,
1999). sebagai usaha mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang. Politik hukum pi-
dana juga mengenal istilah kebijakan atau Policy
(dalam Bahasa Inggris) dan Politiek (dalam baha-
sa Belanda) dan secara umum diartikan sebagai
prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk men-
garahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk
pula aparat penegak hukum dalam mengelola,
mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan
publik, masalah-masalah masyarakat atau bi-
dang-bidang penyusunan peraturan Perundan-
gundangan dan pengaplikasian hukum/ peratu-
ran, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada
upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemak-
muran masyarakat (warga negara)(Arief, 2010).

Sehubungan dengan hal ini maka peneliti
melakukan penelitian buku ajar dengan materi
politik hukum pidana dan telah disusun Buku
ajar politik hukum pidana sesuai amanat Ke-
rangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNTI)
(Kemenristekdikti, n.d.) berupa kebutuhan untuk
kegiatan uji coba agar Buku ajar yang disusun
dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kebu-
tuhan mahasiswa adalah memiliki pemahaman
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lebih pada mata kuliah yang mengkaji sesuatu
dari interpretasi teleologis suatu aturan. Selain
penyusunan buku ajar ini sesuai amanat Kerang-
ka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNTI)(Presi-
den RI, 2012) tetapi sekaligus ada pembahasan
mengenai ilmu interdisipliner yakni berkaitan
dengan bidang hukum dan bidang politik. Tuju-
an penelitian ini adalah untuk memvalidasi segi
substansi dan bahasa dalam mengimplementasi
interpretasi teleologis/sosiologis dengan meli-
batkan ilmu interdisipliner dalam mengevaluasi
melalui peningkatan hasil belajar.

METODE

Penelitian Buku Teks Percobaan ini
menggunakan desain seperti yang dikemuka-
kan oleh Dick and Carey(Sri Haryati, 2012)
dengan uraian sebagai berikut: Penyusunan
buku teks diawali dengan pengkajian kebu-
tuhan mahasiswa terkait dengan proses be-
lajar mengajar mata kuliah Politik Hukum
Pidana . Kemudian kegiatan berupa anali-
sis materi pada mata kuliah politik hukum
pidana dengan menyesuaikan materi yang
disusun dalam bentuk buku teks, kemudian
menganalisis kemampuan mahasiswa dalam
memahami materi perkuliahan.

Setelah ada politik instruksional hu-
kum pidana, maka perlu adanya materi dan
karakter mahasiswa. Tahap selanjutnya ada-
lah penyusunan instrumen penelitian dan
strategi pelaksanaan penelitian. Setelah me-
nyiapkan instrumen dan menyiapkan instru-
men penelitian. Ketika persiapan penelitian
telah selesai, desain evaluasi sebagai pende-
teksi dan hasil penelitian dapat menggam-
barkan kualitas buku ajar setelah uji coba.
Perhatian terhadap evaluasi ini menjadi sig-
nifikan karena hasil evaluasi ini bermanfaat
untuk perbaikan buku ajar(Fachri, 2018).

Data dalam penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh langsung dari sumber
data yaitu ahli hukum (Dr. Deny Yuherawan,
S.H.M..S) yakni berpendidikan Doktoral dari
Universitas Airlangga dengan keahlian bi-
dang hukum pidana dan menjadi akademisi
pada Universitas Trunojoyo Madura. Lalu
ahli bahasa yakni Andik Yulianto, S.S.MSi.
selaku ahli Bahasa pada beberapa kepolisian
Daerah RI dan sekaligus akademisi dari Ju-
rusan sastra Indonesia di Universitas Negeri
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Surabaya. Responden adalah mahasiswa S1
Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang menem-
puh mata kuliah politik hukum pidana ber-
jumlah 33 mahasiswa. Data yang didapat
adalah berupa nilai UTS, tugas dan UAS
setelah ada penggunaan buku ajar. Data ini
disajikan dalam table 1.

Teknik pengumpulan data meliputi
angket untuk mengetahui kualitas substansi,
bahasa, dan tingkat pemahaman mahasiswa.
Selain itu, penelitian ini menggunakan tek-
nik pre-test dan post-test untuk mengetahui
pemahaman mahasiswa dalam mempelajari
buku ajar. Teknik Analisis Data Diperoleh
dari kuesioner, pre-test, dan post-test, kemu-
dian dinarasikan secara kualitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini ada-
lah a. Peneliti memilih dan memilah referen-
si dan bahan bacaan sesuai dengan bahan
ajar, kemudian dilanjutkan dengan penyusu-
nan buku ajar, dan b. Peneliti mewawancarai
ahli hukum pidana atau pakar dan ahli ba-
hasa untuk mendapatkan data dalam mem-
bahas kualitas materi hukum pidana dan ke-
bahasaan. Teknik analisis data dengan data
berupa informasi dari reviewer kemudian
dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengembangan merupakan
buku teks penelitian persidangan politik
hukum pidana, dengan langkah-langkah a.
Merancang Rencana Pembelajaran Semester
(RPS), b. Mendistribusikan buku ajar kepada
mahasiswa. c. Memberikan buku ajar kepa-
da reviewer dari segi substansi dan ahli Ba-
hasa untuk mendapatkan masukan. e. Mela-
kukan pre-test dan post test pada mahasiswa
sebelum memiliki buku ajar yang berkaitan
dengan materi ajar, untuk mengetahui ting-
kat kemudahan dalam memahami substansi
buku ajar. g. Data yang diperoleh kemudi-
an dianalisis, dan hasil penelitian digunakan
untuk menyempurnakan buku ajar.

Peneliti melakukan penelitian dengan
melakukan pre-test terlebih dahulu yaitu
dengan prosedur mahasiswa yang mengam-
bil mata kuliah politik hukum pidana diberi-
kan pembelajaran tanpa menggunakan buku
teks atau buku pedoman dalam bentuk ter-
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tulis.

Nilai pretest mahasiswa menunjukkan
kurang memadai untuk kategori ketuntasan
belajar. mahasiswa membutuhkan buku refe-
rensi yang lebih baik, dan buku tidak tersedia
secara melimpah di toko buku. Sehingga,
mahasiswa hanya mendapatkan sebagian in-
formasi dari data internet dan mengabaikan
keabsahan data.

Tabel 1 menunjukkan bahwa mahasis-
wa mengalami peningkatan atau perbaikan
poin, yakni setelah penggunaan buku ajar.
Pada kegiatan partisipasi adalah mahasiswa
telah mengajukan pertanyaan lebih banyak,
kualitas pertanyaan menjadi lebih substantif
dan ada beberapa mahasiswa yang meres-
pon pertanyaan mahasiswa lain. Pada ke-
giatan untuk penilaian tugas adalah maha-
siswa mengerjakan interpretasi atau analisis
pada aturan menjadi lebih baik yakni lebih
substantif dan procedural sesuai dengan pe-
doman dalam buku ajar. Pada poin Ujian
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir
Semester (UAS) adalah ada poin penilaian
yang mengalami ketuntasan belajar yakni
minimal poin di atas 75.

Peningkatan poin menunjukkan bah-
wa minat baca mahasiswa juga meningkat
karena modal pertama mahasiswa adalah
peningkatan kemampuan membaca. Bentuk
peningkatan nilai partisipasi adalah melalui
keaktifan mahasiswa yang menjawab perta-
nyaan dari dosen dan mengajukan pertany-
aan serta kemampuan analisis mahasiswa
dalam membahas topik tertentu dalam pem-
belajaran politik hukum pidana.

Data masukan reviewer ditinjau dari
kelayakan materi buku ajar menunjukkan
bahwa materi politik hukum pidana pada
prinsipnya sudah cukup baik. Namun ada
beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:
a. Penjelasan argumentasi yang logis melengka-
pi alasan pembatasan pokok bahasan materi
buku teks.

Penjelasan penggunaan bahasa kompleks

menggunakan bahasa komunikatif.

c. Soal-soal yang disusun dalam buku ajar hen-
daknya dapat meningkatkan daya nalar dan
daya analisis mahasiswa untuk mengembang-
kan pemikiran logis mahasiswa.

d. Tulisan dalam buku pelajaran harus memiliki
desain yang lebih luwes dan kekinian sehingga

b.
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Tabel 1. Daftar Nilai Mata kuliah: politik hukum pidana Tahun pelajaran 2021/2022

Sebelum penggunaan buku ajar

Setelah penggunaan buku ajar

No NIM o Nama mahasiswa — —
Partisipasi Partisi- 1 oas UTS  UAs  PAUSE e UTS UAS
pasi pasi
1 16040704039  Joko Cahyono 65 50 0 0 75 75 70 80
2 17040704053  Raka Andhika Yudhistira 60 65 0 0 75 75 70 85
3 18040704002 Firda Yanis Hardianti 60 60 0 0 75 75 70 90
4 18040704007 Erica Murindasari 65 65 0 0 75 75 75 90
5 18040704013  Nur Shabrina 65 60 0 0 75 70 70 80
6 18040704024 Siti Nur Serlina Noventi 65 65 0 0 75 75 65 85
7 18040704026 Veronica Vidia Syah Putri 60 60 0 0 75 75 65 80
8 18040704037 Chorota A’yun Nurjanah 70 65 0 0 75 70 75 85
9 18040704041 Aqilla Fadia Haya 65 65 0 0 75 75 75 82
10 18040704044 Fitrada Ridlo Ardyan 65 40 0 0 75 70 70 80
11 18040704045  Jihan Safrillia Hilmi 65 65 0 0 75 65 70 75
12 18040704046 Laedy Septi Muntari 65 60 0 0 75 70 70 85
18040704048 Laily Wahyuningtyas Putri
13 Hariono 60 65 0 0 75 75 70 80
14 18040704049 Eka Maulan Ni’'mah 60 65 0 0 75 70 70 80
15 18040704050  Befiria Meike Rosandra 65 60 0 0 75 65 70 80
16 18040704051 Fajar Pandu Baskoro 65 30 0 0 50 65 70 85
17 18040704055  Lidya Ayu Agustin 65 40 0 0 75 75 70 75
18 18040704057 Tangguh Satriyo Pamungkas 65 40 0 0 70 70 70 75
19 18040704071 Fillemon H.P.Mamuyab 65 70 0 0 75 65 70 75
20 18040704075 Hadi Widodo Saputro 65 40 0 0 75 65 70 70
21 18040704076 Elviana Ratri Pramithasari 60 40 0 0 60 75 70 75
18040704077 Dewi Sejati Kusumanin-
22 grum 75 70 0 0 75 75 75 80
23 18040704080 Muhammad Syaifuddin 60 40 0 0 75 75 60 70
24 18040704082  Rizkiyah Putri Maharani 60 40 0 0 75 70 75 75
25 18040704087  Amelia Vira Gupti 60 40 0 0 75 65 75 80
18040704088  Yudhistira Wahyu Rama-
26 dhani 60 65 0 0 75 65 70 80
27 18040704089 M. Fachrizal Alfiandika 60 65 0 0 75 75 70 80
28 18040704091 Alda Tri Lestari 65 60 0 0 75 70 70 80
29 18040704092 Yan Ferdinal 65 30 0 0 50 75 75 85
30 18040704094  Alifia Nur Safitri 65 40 0 0 75 70 75 75
31 18040704097  Rifqi Noviendra Mahesa 65 40 0 0 70 65 70 75
32 18040704098  Siti Nur Hidayah 65 70 0 0 75 65 70 75
33 18040704104  Imelsa Alifia Prastyastuti 65 40 0 0 75 40 70 70

tidak membuat pembaca bosan.
Data masukan ahli bahasa yang menjadi pene-
laah dalam hal kebahasaan materi buku ajar
politik hukum pidana menyatakan bahwa
materi buku ajar politik hukum pidana masih
perlu memperhatikan banyak hal, antara lain:
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a. Kesalahan penulisan kata harus diperbaiki ber-
dasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik

dan benar.

b. Penggunaan kata harus memperhatikan aspek
keefektifan agar kata tidak mubazir
¢. Mengutip pendapat orang lain merupakan pe-
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nyesuaian terhadap aturan baku Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) terbaru.

d. Penulisan daftar pustaka harus konsisten dan

disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia

e. Penulisan kata dalam buku pelajaran yang isti-

lah asingnya harus ditulis miring

f. Penulisan singkatan diselesaikan terlebih da-

hulu kemudian ditulis dalam tanda kurung
untuk singkatan tersebut.

g. Penyusunan bahan ajar hendaknya memperha-
tikan tingkat komunikatif untuk meningkat-
kan minat baca.

. Buku pelajaran perlu menyertakan glosarium
pada setiap mata pelajaran untuk memudah-
kan pemahaman materi
Buku teks membutuhkan penambahan latihan
analitis dan tugas untuk mengembangkan pe-
mikiran logis mahasiswa.

Kelengkapan Buku Teks dengan grafik untuk
beberapa mata pelajaran yang sesuai.

Data dari reviewer bidang hukum dan
bahasa sebagai masukan untuk penyempurnaan
buku ajar. Data pretest pada mahasiswa menja-
di subjek uji coba pada saat tidak ada buku ajar
mata kuliah politik hukum pidana menunjukkan
bahwa minat baca mahasiswa masih kurang me-
madai. Setelah menyusun buku ajar dan menjadi
referensi mahasiswa, dan pelaksanaan posttest
menunjukkan ada peningkatan peningkatan nilai
mahasiswa.

Peneliti menindaklanjuti data telah direvisi
dengan menyusun buku teks tentang politik hu-
kum pidana. Data awal berupa pembahasan po-
litik hukum secara umum kemudian membahas
politik hukum pidana. Pembahasan mengenai
politik hukum pidana disertai dengan alasan-
alasan atau politik perumusan undang-undang,
misal politik hukum dalam Undang-Undang No-
mor 24 Tahun 2014 tentang Penghapusan Keke-
rasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Buku ajar ini dapat meningkatkan minat
baca mahasiswa serta upaya penyediaan bahan
bacaan dan memungkinkan mahasiswa memilih
sesuai minat dan bakatnya(Witanto, 2018). Se-
mangat belajar mahasiswa berupa peningkatan
motivasi merupakan tujuan utama peningkatan
standar belajar sekaligus menunjukkan hubungan
yang signifikan dan positif antara literasi dan mi-
nat baca dengan hasil belajar siswa(Sutarto et al.,
2020). Buku pelajaran merupakan sarana untuk
meningkatkan kompetensi dosen dan juga mem-
pengaruhi prestasi belajar mahasiswa(Priatna,
2017).
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Buku ajar mengenai substansi politik hu-
kum pidana ini dalam rangka implementasi
pembelajaran mengenai interpretasi teleologis/
sosiologis. Interpretasi metode teologis/sosiolo-
gis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan
berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya pera-
turan perundang-undangan disesuaikan dengan
hubungan dan situasi sosial yang baru(Notaris_
indonesia@yahoogroups.com, 2020) dan Penaf-
siran teleologis dimaknai sama dengan penafsi-
ran sosiologis karena berintikan pada intensi dan
tujuan dibuatnya suatu aturan(M. Manullang,
2019).

Metode interpretasi adalah metode untuk
menganalisis semua isu hukum, baik isu hukum
yang berupa konflik norma, kekosongan norma,
kekaburan norma bahkan kekuranglengkapan
norma. Fungsi metode interpretasi adalah un-
tuk menganalisis setiap isu hukuum pada semua
pembelajaran pada semua mata kuliah, semen-
tara fungsi utama metode ini adalah untuk men-
ganalisis permasalahan hukum saat penyusunan
tugas akhir/skripsi.

Kajian politik hukum pidana menjadi
pembahasan menarik dan urgen. Mengenai sub-
stansi mata kuliah politik hukum, bahwa politik
hukum ini bagian dari Ilmu politik, yakni ilmu
yang membahas cara mencapai kekuasaan. Ilmu
politik memiliki cabang yaitu politik hukum jadi
politik hukum bukan bagian dari ilmu hukum.
Contoh ilmu dengan beberapa cabang, misal :
ilmu sosial, ilmu filsafat, ilmu hukum. Ilmu sosial
melahirkan cabang ilmu politik, dan di dalam-
nya mencakup ilmu politik hukum, dan politik
hukum bukan bagian ilmu hukum. Meski objek
material adalah hukum, politik hukum bukan
bagian dari ilmu hukum karena perspektif atau
kerangka pendekatan adalah ilmu politik yang
merupakan cabang dari ilmu sosial. Ilmu politik
yang membahas tentang relasi kuasa, adalah me-
nitikberatkan tentang relasi antar variabel ilmu
politik dengan hukum ‘saling mempengaruht’,
tidak berkaitan dengan antara substansi dan ben-
tuk dari hukum itu sendiri(Budiono, 2021). Hal
ini menunjukkan bahwa politik hukum sebagai
substansi dari ilmu sosial dengan objek material
adalah ilmu hukum, sebab politik hukum pidana
adalah juga membahas bidang ilmu sosial atas tu-
juan penyusunan aturan pidana.

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum mempelajari
mata kuliah politik hukum pidana dengan men-
gadakan pembelajaran berupa mengadakan in-
terpretasi pada peraturan perundang-undangan.
Interpretasi ini sebagai metode untuk mengana-
lisis peraturan bahkan konsep hukum.
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SIMPULAN

Buku ajar pada pembelajaran pada mata
kuliah politik hukum pidana ini dapat mening-
katkan prestasi belajar berbasis pada hasil belajar
mahasiswa. Penelitian uji coba penggunaan Buku
ajar politik hukum pidana ini dapat meningkat-
kan pemahaman mahasiswa berupa kemampuan
menganalisis dengan metode interpretasi yakni
interpretasi teleologis/sosiologis, selain pening-
katan kemampuan pemahaman substansi hukum
secara interdisipliner yakni bidang ilmu sosial.
Metode interpretasi ini berupa penafsiran pada
tujuan penyusunan peraturan perundang-undan-
gan bidang hukum pidana untuk menyelesaikan
permasalahan hukum dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat.
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